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RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ a.

BUPATI KUDUS,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati
Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masing-masing
Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian.  dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah merupakan kewenangan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; :

e {ugl



10.

=D

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
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22,

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor
23);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah wunsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus.
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9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Kabupaten Kudus.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini, dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kudus tahun
2020

Pasal 3

Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah
penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal
2, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Renja
Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
Pasal 2 menjadi dasar Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Juli 2019

— “HARTOPO
Diundangkan di Kudus o Sal
pada tanggal 31 Juli 2019
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (2), mengamanatkan
bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai
dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja
Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan
tahapan awal dimana penyusunannya mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun sebagai dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2020 yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada

kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan mnyata dan aspirasi



masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di
Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun. Di samping itu juga mengakomodir usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan
program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan dapat
menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
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15,

16.
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22.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Daerah yaitu

mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok

ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.



Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah :
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.



BAB II
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah merupakan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat
Daerah serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik
dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan
Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota
legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan musrenbang RKPD

kabupaten.

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan
satuan, pagu indikatif, lokasi per perangkat daerah dirangkum dalam
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana terlampir. Dalam
rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan
yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri
Nomor 86 tahun 2017. Berikut merupakan rangkuman Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020.



BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di
samping hal tersebut, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan
menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta

petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program
dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh
perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah diharapkan
mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Kudus yang

modern, religius, cerdas dan sejahtera.

Pit. BUPATI KUDUS




